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I 
BUPATI KOLAKA TIMUR 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
• 

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR 
• 

NOMOR SS TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCLAN DANA DESA 

SETLAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
. 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

• 

Menimbang a. bahwa bcrdasarkan Pasal 12 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana tclah 

diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tcntang Dana Desa 

Yang Bersumbcr dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana 

Desa untuk sctiap Desa; 

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu ditctapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan 

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa 

di Ka bu paten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018; 

• 
• 



I 

lengingat 

2 

/ 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
• 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 57 I 7); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

5. Peraturan Presiden Nomor I 07 Tahun 2017 

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran 
. 

• 

6. 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 

f 



Menetapkan 

• 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian 

Dana Desa Sctiap Kabuten/Kota dan Perhitungan 

Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

226/ PMK.07/2017 ten tang Perubahan Rincian Dana 

Desa Menurut Kabuten/Kota Tahun Anggaran 2018 

(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1991); 

9. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 113 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2093); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2l 

tahun 2017 ten tang Anggaran, Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 

Nomor 51). 

MEMUSTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 

ANGGARAN 2018 

BAB I 

• KETENTUAN UMUM 

• 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I .  Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Koiaka Timur. 
3, pa.ti sd«la.h Bu pti Kolaka Timur, 

r 
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Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja 

kecamatan. • 

J 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 

lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mcngurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer 

dan Belanja Daerah kabupaten dan melalui Anggaran Pendapatan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

la.in dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerin t.ahan Desa; 

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. 
• 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya 

disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Desa. 

BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

f 
I Pasal 2 

I 
Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun 

Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; 

b. Alokasi Afirmasi; dan 

c. Alokasi Formula. 

6, dihitang benrdqsrlean lo.lei dear per eabup«tern dibagi jurnleh dee 

sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang 
• 

Pasal 3 
• Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

I 

# 
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/ 

uran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 
hpatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. 

Anggaran 

Pasal 4 
Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

I 
huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal 
yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berbeda pada 
kelompok desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10 
(sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 
Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

AA per Desa = 

Keterangan: 

AA per Desa = 

AAKab/kota = 

AAas/o I {(2 DST) + (1 DT))} 
• 

Alokasi Afirmasi per Desa 

Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam 

Lampiran Perpres mengenai Rincian 

APBN TA 2018 

DST 

DT - 

Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi 

Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
• 

penduduk miskin tinggi 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 
penduduk miskin tinggi dihitung sebesar l (satu) kali Alokasi Afirmasi 

per Desa. 

4) Besaran Alokasi Afinnasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jwnlah penduduk miskin tinggi dihitung scbesar 2 (dua) kali Alokasi 

Afinnasi per Desa. • 

(5) Desa Tcrtinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk 

Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung 
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

# 
• 
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s kesulitan geografis yang 

enang dan/ a tau lembaga 

rintahan di bidang statistik. 

6 

bersumber dari kementcrian yang 

yang menyelenggarakan urusan 

Pasal 6 

hitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 

5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

sa • {(0, 10 • Zl) +(0,50 Z2) +(0,15 Z3)+ (0,25 • Z4)} • AF Kab/Kota 

erangan: 

Desa 

Kab/Kota 

• Alokasi Formula setiap Desa 

rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total 

penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur. 

= rasio jumlah penduduk rniskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa Kolaka Timur. 

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas 

wilayah Desa Kolaka Timur. 
• 

= rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG Desa Kolaka Timur. 

= Alokasi Formula Kolaka Timur. 

• 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

c disusun dan ditetapka.n oleh bupati Kolaka Timur berdasarka.n data dari 

, kementerian yang berwenang dan/ atau iembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintah di bidang statistik. 

Pasal 8 
• 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur 

Tahun Anggaran. 2018 sebagaima.na tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahka.n dari Peraturan Kolaka Timur ini. 

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD}. 

: 
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emyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen); 
. 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling Iambat minggu keempat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen). 

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 

diterima di Rekening Kas Umum Daerah 

Pasal 10 
,) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai mana dimaksud 

pada pasal 9 dilaksanakan oleh bupati; 
) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai dimaksud pada ayat 

• 

(I) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan 
penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; 

b. Tahp II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa tahun anggran sebelumnya dari Kepala Desa;dan 
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa. 
(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap II 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata 

realisasi penycrapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima 

persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 

sebesar 50% (lima puluh persen). 

(5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf 

c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari 

seluruh kegiatan. 
• 

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 

output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

bclum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat 

# 
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memutakhirkan label referensi data dengan mengacu pada peraturan 

yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait. 

• BAB IV 

PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 11  

)  Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi yang meliputi antara lain : 

I. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa 

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana Desa. 

I) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 

Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan keschatan 

masyarakat, antara lain: 

a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat 

untuk fakir miskin; 

b) penerangan lingkungan pemukiman; 
• 

c) pedestrian; 

d) Drainase; 

e) selokan; 

f) tempat pembuangan sampah; 

g) gerobak sampah; 

h) kendaraah pengangkut sampah; 

i) mesin pengolah sampah; dan 

j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain: 

a) tambatan perahu; 

b) jalan pemukiman; 

• 

c) 

d) 

e) 
• 

jalan poros Desa; 

jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian; 

jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata; 

% 
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dan pengembangan pembangunan, 1) Pengadaan, 

pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain: 

a) air bersih berskala Desa; 

b) sanitasi lingkungan; 

c) jambanisasi; 

d) mandi, cuci, kakus (MCK); 

e) mobi/ kapal motor untuk ambulance Desa; 

f) alat bantu penyandang disabilitas; 

I) jembatan Desa; 

g) gorong- gorong; 

h) terminal Desa; dan 

i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain: 
• 

a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 

b) pembangkit listrik tenaga diesel; 

c) pembangkit listrik tenaga matahari; 

d) instalasi biogas; 

e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pcmeliharaan 

sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara 

lain: 

a) jaringan internet untuk warga Desa; 

b) website Desa; 

c) peralatan pengeras suara (loudspeaker); 

d) telepon umum; 

e) radio' Single Side Band (SSB); dan 

fl, sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 

Dasar. 
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c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana usaha ckonomi Desa. 

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian 

untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala 
. 

produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 

unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 

h) balai pengobatan; 

i) posyandu; 

ii poskesdes/ polindes; 

k) posbindu; 

l) reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel 

makanan; dan 

m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan 

pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan 

kebudayaan antara lain: 

a) taman bacaan masyarakat; 

b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 

c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Ditti 

(PAUD) lainnya; 

d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD); 

e) taman belajar keagamaan; 

I) bangunan perpustakaan Desa; 

g) buku/bahan bacaan; 

h) balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat; 

i) sanggar seni; 

j) film dokumenter; 

k) peralatan kesenian; dan 

I) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 
• 

,, 
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a) bendungan berskaJa kecil; 

b) pembangunan atau perbaikan embung; 

c) irigasi Desa; 

d) percetakan lahan pertanian; 

e) kolam ikan; 

f) kapal penangkap ikan; 

g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 

h) tambak garam; 

i) kandang temak; 

j) mesin pakan temak; 

k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian 

(saprotan); dan 

I) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

• sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk 

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan 

kcpada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

an tara lain: 

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur 

gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat 

penjemuran ikan; 

b) lumbung Desa; 

c) gudang pendingin {cold storage); dan 

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang 

difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain: 

a). mesin jahit; 

b) peralatan bengkel kendaraan bermotor; 
c) mesin bubut untuk mebeler; dan 
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sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain: 

a) pondok wisata; 

b) panggung hiburan; 
• 

c) kios cenderamat.a; 

d) kios warung makan; 

e) wahana permainan anak; 

f) wahana permainan outbound; 

g) taman rekreasi; 

h) tempat penjualan tiket; 

i) rumah penginapan; 

j) angkutan wisata; dan 

k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan cliputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk 

kemajuan ckonomi yang difokuskan kepada pembentukan 

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 

# • 

produl ngqlen swan per<demean, sntars la int 

4) 

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 

dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

lain 

a) pasar Desa; 

b) pasar sayur; 

c) pasar hew an; 

d) tempat pelelangan ikan; 

e) toko online; 

f) gudang barang; dan 

g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 
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5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang 

lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

Kegatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyaralat Desa 

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial 

• 
I) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung 

berapi; 

2) pembangunan gedung pengungsian; 

3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 

alam; 

4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang 

terkena bencana alam; dan 
. 

# 

• 

Dasar 

a) penggilingan padi; 

b) peraut kelapa; 

c) penepung biji-bijian; 

d) pencacah pakan temak; 

e) sangrai kopi; 

f) pemotong/pengiris buah dan sayuran; 

g) pompa air; 

h) trakt~r mini; dan 

i ) s ar an a  dan prasarana lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara 

lain: 

I) pembuatan terasering; 

2) kolam untuk mata air; 

3) plesengan sungai; 

4) pencegahan abrasi pantai; dan 

5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

d.iputuskan dalam musyawarah Desa. 

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan 

sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam 

dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 
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masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan 

·kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan 

kebudayaan antara lain: 

a) bantuan insentif guru PAUD; 

b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 

c) penyelenggaraan pelatihan kerja; 

d) penyelengaraan kursus seni budaya; 

pengelolaan pelayanan kesehatan p) kegiatan 
• 

• 

sekolah; 

f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan 

pengasuhan anak dan perlindungan Anak; 

g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan; 

h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk 

ibu hamil, nifas dan menyusui; 

i) pengobatan untuk lansia; 

j) keluarga berencana; 

k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang 

disabilitas; 

I) pelatihan kader kesehatan masyarakat; 

m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan perlindungan Anak; 

n) pelatihan pangan yang sehat dan aman; 

o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan 

aman; dan 

I) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, 

antara lain 

a) penyediaan air bersih; 

b) pelayanan kesehatan lingkungan; 

c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah 

penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, 

HW I AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus 

dan gangguan jiwa; 

d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat; 

e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan 

sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak 
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pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 

kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan g) 

e) • bantuan pemberdayaan bidang olahraga; 

1 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

b. Pengelolaan sarana.dan prasarana lingkungan berdasarkan 

kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia 

I) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain: 

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 

b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan 

c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain: 

a) pengelolaan terminal Desa; 

b) pengelolaan tambatan perahu; dan 

c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

3) pengembangan energi terbarukan, antara lain: 

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas; 

b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu; 

c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel; 

d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 

e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain: 

a) sistem informasi Desa; 

b) koran Desa; 

c) website Desa; 

d) radio komunitas; dan 
e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 
• 

dalam musyawarah Desa. 

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana 
dan prasarana ekonomi. 
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pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan 

pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
• 

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

lain: • 

ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan 

kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
• 

kop�a po.nb,mtukan dan pen1<embangan produk UnllllUr 

pembibitan tanaman pangan; 

pembibitan tanaman keras; 

pengadaan pupuk; 

pembenihan ikan air tawar; 

pengelolaan usaha hutan Desa; 
. . 

a} 

b} 

c} 

d) 

e) 

n 

g} 

h} 

i} 

j) 

pengelolaan usaha hutan sosial; 

pengadaan bibit/ induk ternak; 

inseminasi buatan; 

pengadaan pakan temak; dan 

sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

antara lain: 

a} tepung tapioka; 

b} kerupuk; 

c) keripik jamur; 

d) keripik jagung; 

e) ikan asin; 

f) abon sapi; 

g) susu sapi; 

h) kopi; 

i} coklat; 

j) karet; dan 

k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 

musyawarah Desa. 

3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan 

• 



17 

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

antara lain: 

a) meubelair kayu dan rotan, 

b) alat-alat rumah tangga, 

c) pakaian jadi/konveksi 

d) kerajinan tangan; 

e) kain tenun; 

f) kain batik; 

g) bengkel kendaraan bermotor; 

h) pedagang di pasar; 

i) pedagang pengepul; dan 

j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 
. 

4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau 

BUMDesa Bersama, antara lain: 

a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; 

b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama; dan 

c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa 

Bersama. 

d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau 

BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 
• 

Desa. 

5) pengembangan usaha BUMDesa. dan/atau BUMDesa 

Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan 

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk 

unggulan kawasan perdesaan, antara lain: 

a) pengelolaan hutan Desa; 

b) pengelolaan hutan Adat; 

c) industri air minum; 

d) industri pariwisata Desa; 

e) industri pengolahan ikan; dan 

f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 
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6) pengembangan usaha BUMDesa dan/a tau BUMDesa 
Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha 
layanan jasa, antara lain: 

a) pembangunan dan penyevwaan sarana prasarana 
olahraga; 

b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi; 
c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan 
d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
diputuskan dalam musyawarah Desa. 

7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 
masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

lain: 

a) hutan kemasyarakatan; 

b) hutan tanaman rakyat; 

c) kemitraan kehutanan; 

ct) pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran 

untuk usaha ekonomi masyarakat; dan 

I) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 

(TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

lain: • 

a) sosialisasi TTG; 
• b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) 

dan/atau antar Desa 

c) percontohan ITO untuk produksi pertanian, 

pengembangan sumber energi perDesaan, 

pcngembangan sarana transportasi dan komunikasi 

serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan 

% 
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d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang 

scsuai dengan kewenangan desa dan diputuskan 

dalam musyawarah Desa. 

9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa 

dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa 
. 

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

lain:: 

a) penyediaan informasi harga/ pasar; 

b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi 

masyarakat dan/atau koperasi; 

c) kerjasama perdagangan antar Desa; 

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan 

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah 

Desa. 

% 
• 

Dcsa yang demokratis dan bcrkcadilan sosial 

• 

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi 

bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 

2) pelatihan kesiapsiagaan masyaralcat dalam menghadapi 

bencana alam; 

3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana 

alam; dan 

4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalarn 

musyawarah Desa. 

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain: 

1) pembibitan pohon langka; 

2) reboisasi; 

3) rehabilitasi lahan gambut; 

4) pembersihan daerah aliran sungai; 

5) pemeliharaan hutan bakau; 

6) perlindungan terumbu karang; dan 

7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola 

• 
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% 
• 

dan 
kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

• 

d) 

c) 

d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dcsa 
dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak 
kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain: 
a) sosialisasi penggunaan dana Desa; 
b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga 

miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal; 
penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga 
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal 

I) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola 
oleh Desa, antara lain: 
a) pengembangan sistem informasi Desa; 
b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai 

rakyat; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 
2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan 

Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan 

sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di 
Desa, antara lain: 

a) penyusunan arah pengembangan Desa; 
b) penyusunan rancangan program/kegiatan 

pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan 
c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan 

prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain: 

a) pendataan potensi dan aset Desa; 

b) penyusunan profil Desa/ data Desa; 
c) penyusunan peta aset Desa; dan 



21 

% 

pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang 

terbuka untuk publik; 

pengembangan sistem informasi Desa; dan 
• 

c) 

d) 

b) 

kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, 

antara lai: 

a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa 

perihal hal- hal strategis yang akan dibahas dalam 

musyawarah Desa; 

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan 

c) kegiatan lainnyayang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui 

pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan 

masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa. 

8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas 

sumber daya manusia masyarakat Desa untuk 

pengembangan Lumbung Ekonorni Desa yang difokuskan 

kepada pembentukan dan pengemoangan produk unggulan 

d'esa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

antara lain : 

a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, 

industri kecil dan perdagangan; 

b) pelatihan teknologi tepat guna; 

c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa 

sesuai kondisi Desa; dan 

d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk 

mendukung pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan desa dan/a tau produk unggulan kawasan 

kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan 

5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa, antara lain: 

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset 

Desa berbasis data digital; 

• 
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perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah Desa. 

9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang 

dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara 

lain: 

a) pemantauan berbasis komunitas; 

b) audit berbasis komunitas; 

c) pengembangan unit pengaduan di Desa; 

d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa 

untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh 

Desa; 

e) pengembangan kapasitas paralegal Desa; 

f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk 
• pertanggungijawaban dan serah terima hasil 

pembangunan Desa; dan 

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalam musyawarah Desa. 

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas" pengguna.an Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih 

harus; 

a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa; 

b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan 

Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa; dan 
c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 12 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang 

dibiayai dari Dana Desa. 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan 

# 
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' 
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga 

kerja dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 13 

I] Kepala Dcsa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

[2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan 

Dana Desa. 

BAB V 

PELAPORAN DANA DESA 

Pasal 14 

.1) Kepala Desa menywnpaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyarapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 

(4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output 

kepada bupati. 

BAB VI 

SANKSI 

• 

Pasal 14 

(I) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal: 

• bupati tern mnnrira dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 Ayat (2); 

• 
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b terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya 

lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah. 

Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(I) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 

anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
• 

sebelumnya. 

Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya Jebih 

besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, 

penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

Dalam ha! sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 
. 

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih 

lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang 

ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan 

dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

5 Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

' Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

I] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

• disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal 
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau 

penggunaan Dana Desa. 

8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 

kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan 

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
. 

Pasal 15 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal : 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari 

atau sama dengan 30% (tiga puluh peresen); dan 

c.· terdapat usulo.n dari aparat pengawas fungsional daerah. 
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Dalam ha! penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (I) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke 

RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 

dan Dana Desa. 

Bupati mernberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan 

mengenai Dana Desa 'yang ditunda penyalurannya scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun 
• 

anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
. 

Do.lam ha! Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 

minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati 

menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang 

belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga 

bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

Pasal 16 
Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal 
setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (1) huruf b, masih terdapat 
sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 
Pemotongan penyaluran Dana Dcsa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 
Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 
OAK Fisik dan Dana Desa. 

BAB VU 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. 
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setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

pati/Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 

• 

Diundangkan di Tirawuta 

jda tanggal 28 Desember 2017 

L. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

- 

SAMSUL BAHRI MADJID, SH.; MH. 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR .55° 

• 
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66.6.67,000 

706.747.000 

724.151.000 

6/92.614.000 

745.915.000 

766.716.000 

723.796.000 

729.616.000 

714.001.000 

722.291.000 

769,922.000 

762.282.000 

717.012.000 

6.86.797,000 

748.9-42.000 

7161.000 

6831.437.000 

725.585.000 

6/99.814.000 

762.176.000 

686.667,000 

676.960.000 

694.17$.000 

700.166.000 

LAMPIRAN II 

277.670.000 

06.686.000 

281,79.3.200 

288.916.400 

304.870.000 

307.964.800 

275$.671.600 

273.334.800 

274.666.800 

289.660.4-00 

275.246.000 

270.780.000 

299.576.800 

263.947.200 

316.120.800 

290.163.600 

287.$27200 

321.147.600 

280.067.200 

274.622.800 

279.925.600 

316.120.800 

289.519.200 

291.846.400 

281.793.200 

288.916.400 

289.274.400 

2807.432.000 

276.671.600 

274.718.800 

299.$76.800 

274.496.000 

$06.164.800 

290161.600 

29.021.600 

321.147.600 

0-4.70.000 

206.17.200 

290.24.000 

270.760.000 

277,670.000 

2860.067.200 

144.759.600 

137.311.400 

166.490.000 

36.624.000 

5.619.800 

149,183,000 

41.852.800 

37.A18.200 

160.573.800 

19.962.800 

7.835.800 

137.359,400 

143.764.600 

144.637_200 

143.716.000 

16.667.400 

137.333.400 

145.117.000 

135.390.000 

138.815.000 

1.973.600 

145.08L.800 

694.17$.000 

700,168.000 

714.091.000 

717.012.000 

686.$57.000 

$2.450.000 

704.483,000 

722.291.000 

721.186.00 

718.680.000 

769,922.000 

689,179.000 

762.282.000 

724.1$1.000 

686.797,000 

748.942.000 

765.412.000 

722.55-4.000 

745.915.000 

70926-/4,000 

685.99.000 

766.715.000 

681.337,000 

762.176.000 

686.667.0Q0 

• 

WUNG0OLOK.O 

wOx ONDO 

BUPATI KOL.AKA TIMUR 
55 TAHUN 2017. 
g DESEMBER 2017 

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETLAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
TAHUN ANGGARAN 2018 

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCLAN PENYALURAN 
DANA DESA SETLAP DESA UNTUK TAHAP I(20%) TAHAP 11 (40%) 

DAN TAHAP II (40%) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
· TAHUN ANGGARAN 2018 

• 

• 
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' 
' .  )( ... no.%.N..,­ rcs reelr at=HI=Ea. • ill/iii I"Tait"7" :et tu ":/z « 

8 i8 , 3$898 p 8 8 E e  

$888$8(31888% $14.51$88, /(sjjass1388 ii ts sos.g'$ti@vii~[{~r-rs(6) . , 8  

-  
POMBURE 724.185.000 144.837.000 289.674.000 289.674.000 724.185.000 

DUA PENANGOOOTU 675.172.000 135.034.400 270.068.800 270.068.800 675.172.000 

A MONDOKE 662.0.36.000 12.407.200 264.814.400 264.814.400 662.06.000 

LA ONENANU 672.162.000 14.4a2.400 268.86-4.800 268.864.00 672.162.000 

KISO 776.670.000 15.734.000 11.468.000 311.468,000 776.670.000 

AL0DO 740$$000 4.61.000 29.222.000 297.222.000 740.$. 000 

LALO9NG 733.380.000 146.676.000 293.382.000 291.352.000 731.380.000 

wSALO 697,498.000 139.499.600 278.99.200 278.999.200 697.498.000 

NL0%8 767858.000 1$.$71.606 07.443.20% 30,14.20 761.85.000 

wATuPU'TE 722.786.000 144.5$7.200 289.114.400 289.114.400 722.786.000 

PUUOeU ' 704.667,000 140.93 400 281.86/6.800 281.866.800 704.667.000 

UL MOWEWE 731.137.000 146.227.400 292.454.800 22.454.800 73L.137.000 

• 
LAPANGASN 69,22$.00 18.645.000 277.290.000 277.290.000 691.225.000 

MN - SA.BNLA 733.684.000 146.736.800 293.413.600 293.473.600 7341.68-4.000 

' 
LMDO TUA 712.806.000 142.561.600 285.12.200 285121.200 712.806.000 

' 
EMA0GO 6.485.000 16.691,000 273.39-4.000 273.99-4.000 64.445.000 

I TO@DOWATU • 743.092.000 148.618.400 297.236.800 297.236.800 743.092.000 

I TAWANA 777.111.000 1$5.422.200 10.844.400 310.844.400 777.111.000 

0l UTE 784.850.000 156.9770.000 13.940.000 313.940.000 784.850.000 

' 
UNDOLO 699,419,000 19.883.800 279.767.600 279.767600 699419.000 

I LALO MAL 727.521.000 145$04.200 291.008.400 291.008.400 721.521.000 

0I AMOUNT 711.14.000 42.226.800 284,451.600 284.4$1.600 711.14.000 

rot AMOLOLU 685.853.000 137.170.600 274.341200 274.341.200 68$.85$3.000 

Ol AUKORA 682.375.000 16.475.000 272.960.000 272.960.000 682.37$.000 

SOLEWAT 715.160.000 145.032.000 286.06-4.,000 286.064.000 715.160.000 

1Do AMAPA 77$.985.000 155.197.000 310.94.000 J10.94.000 775.985.000 

AME.ORO 69,761.000 167.9%0.200 3$.900,400 16.900.400 89.751.000 

• 
DO LMUNDE 730.681.000 146.16.600 292.273.200 292.275.200 730.681.000 

TAWAROMBADANA 740.420.000 148.084,000 296.16-8.000 296.16-8.000 740.420.000 

1Do TALAT'A 699,413.000 139.882.600 279.765.200 279.165.200 699.413.000 

• 
DO wAMO 7$9.06.3.,000 151.816.600 30.611.200 03.633.200 759.0841.000 

boDo TA9A.AWA9O 726.16.00 146.0.36.60 290.073.200 2900.073.200 726.1434.000 

ONDO Sn»GE 7316.560.009 147,410.000 294.220.000 294.220.000 73.660.000 

' ONDO TUTUWI 747.7%9.000 149.$67.800 299.116.600 299.11$.600 747,78,000 

I 
IWOUM.A 

• 
726.065.000 14$.21.000 290.426.000 20.426.000 26.065.000 

AERE 649.507.000 29.901.400 259.802.800 259.802.800 649.507.000 

5 E PORA 716.97.000 4.719.400 27.4MM.800 267.48.800 7L6.997.000 

c2 WOE.NGGURA 717,940,000 143.$88.000 287.176.000 287.176.000 77.940.000 

WOD4A J4YA 1.190.516.000 238.10.200 476.206.400 476.206.400 1.190.516.000 

AUE AWIU 787.651.000 157.5030.200 15,060.400 31$.060.400 787.651.000 

308S ALADADIO 764.677.000 140.935.400 281.870.800 281.870.800 704.677.000 

4E TDNETE 710.667 .000 142.133.400 284.266.800 284.266.800 710.667.000 

$8 TAOE 776.020.000 155.20-4.000 10.408.000 310.408.000 776.020.000 

E ULUNDORO 670.436.,000 134,087.200 26817«4.400 268.174.400 670.46.000 

4 WATUWOA 61.4$.000 138.269.000 276.508.000 276.5.38.000 691.4.000 

uE U'BUA 684.745.000 136.949.000 273.896.000 273.898.000 684.74$.000 

Us! UEEs 824.072.000 64.814,400 329.628.800 329.6.28.800 824.072.000 

WESINOGOE 733.214.000 146.6-42.800 291.285.600 291.285.600 733.214.000 

KONAWENDEDHA 686.064.000 137.212.800 274.425.600 274.425.600 66.06-4,00O 

PORABUA 686.901.000 131.386.600 27477200 274.773.200 686.941..000 

eesN WATUMENDONGA 677.286.000 13$.457.200 270.91«4.400 270.914.400 677.286.000 

lEs st.Ur 734.166.000 146.833.200 2931.666.400 293.666.400 734.166.000 

Es AHILULU 700.335.000 140.067.000 280.134.000 280,134.000 700.515.000 

2sI ALAALA 776.725.000 1$5.745,000 1.490.000 11.490.000 776.725.000 

SI LAL WALANA 721.724000 144.4660 28.46/912200 284/1.200 721.126 .000 

0AUN 64.00 139.00.6.200 27%.19a400 274102.4.0 40.4L00 

uuu 729.060.00 146.412.000 21624.,000 291624.00 720.00,000 

• re«0 ..0 .4.40 
t Nu 4.n400 t..0¢ 

/ANOLA LEMA! SU'BUR 722.502.000 144.460.400 266.920.2800 268.920.800 7232.502.000 

< 
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MULA JAYA 

684.131.000 136.826.200 273.652.400 

671.576.000 14.315.200 268.6.30.400 

706.284.000 141.256.800 262.513.600 

703.866.000 140.773.200 281.$4.6.400 

6$4.206.000 130.841.200 261682.400 

671.649.000 134.329.800 26.86.59.6.00 

691.10-4.000 138.620.800 277.241.600 

679.466.000 13$.890.200 27L.766.400 

666.L.00 13$.266.20% 266.92.400 

667.466.000 

• 

• 

2171.652,400 684.13L.000 

268.6.30.400 671.576.000 

282.513.600 706.28-4.000 

281.54.400 7031.866.000 

261.682.400 654.206.000 

26.4.6.9.60 671.649.000 

277.241.600 693.10-4.000 

271.786.400 679.466.000 

266.532.400 666.391.000 

6467.4646.00O 

/66.6 621,000 
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LAMPIRAN III 

RAN BUPATI KOLAKA TIMUR 

• 
. 95 TAHUN 2017 

2 : � DESEMBER 2017 

G : TAT 'CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2018 
. 

DATA DASAR PENGHITUNGAN DANA DESA 
SI : (74) PROVINSI SULAWESI TENGOGARA 

ATE: (I)  KAB. KOLAKA TIMUR 

l, 
o 

El.HP=l## en a:/ -i " - t  

"3i 4 
e, 

• j [8 t d  

A  TRAWUTA SN BUNE 2001 TERTINGGAL , 1.085,00 232,00 $0,85 51,54 

• 
TRAWUTA PON!-PON]KI 2003 SANGAT TERTINOOAL 6 915,00 181,00 38,74 49,37 

,\ lL1 [TuAWUTA TAWAINALU 200 TERTINOOAL • 
853,00 67,00 12,4 33,92 

g .at TRAWUTA WOLA 2005 BERKEMBANG 5 912,00 17,00 16,40 44,76 

t 
TRAWUTA TASAHE 2006 TERTINGOAL 3 1.144,00 61,00 31.87 54,58 

TRAWUTA LARA 2007 BERKEMEANO 5 1.102,00 112,00 49,40 $6,78 

1D TRAWUTA TUMBUDA.DIO 2008 BERKE MANG • 1.$97,00 63,00 31,90 44,0 

Lot TRAWUTA ORAWA 2009 BERKE MANO d 1.515,00 92,00 29,06 49,55 

1o [TIRAWUTA LALIN GATO 2010 TERTINGGAL s 1.154,00 139,00 59,32 55,17 

. 
Lt TRAWUTA TIRAWUTA 2011 BERKEMBANO , 997,00 32,00 25,35 49,26 

'" 
TTRAWUTA ROKO-ROKO 2012 TERTINOOAL 6 938,00 202,00 21,79 62,76 

Lt TRAWUTA LOKA 
• 

2013 TERTINGGAL 6 1.076,00 210,00 41,16 60,76 

Ju;I TRAWUTA UTABONDU 2014 TERTINGGAL • 707,00 78,00 7,05 48,10 

t TRAWUTA XAREMO'TIN GOE 2015 SANGAT TERTTNGOAL • 676,00 75,00 10,48 63,17 

lu:.a LOEA LAM OARE 200.3 TERTINOGAL 2 $72,00 31.00 ,t 40,07 

; : LOE 1WO1KONDO 2004 TERTTNGOAL 5 1387,00 115,00 44,19 58,58 

' Lt2 LOEA PEATOA 2005 [egNGGAL 3 393,00 60,00 24,4 40,83 

' : 
Loa LOEA LALOW'URA 2006 TERTINOOAL 4 491,00 95,00 31,82 55,10 

' '" 
LOEA UATAIWOL 2007 TERTNGOAL 2 402,00 38,00 42,88 53,69 

1c2 LOE TEPOSUA 2008 TERTINOOAL 4 372,00 96,00 2,06 52,09 

' LA LOEA TINOMU 2009 TERTINGOAL 2 221,00 31,00 17,19 64,11 

La LDONG PUTEMATA 2005 TERTINOGAL 3 853,00 63,00 10,99 34,63 

IL.a) LADONO LALOWO8ULA 2009 BERKEMBANG 5 1.449,00 106,00 22.11 43,88 

Lau LADONGI WUNOGOLOKO 2010 SANGAT TERTINGGAL 6 309,00 212,00 16.27 $5,82 

La LADONGE ANOOALOOSE 2011 SANAT TERTINOGAL 3 3.001,00 63,00 17,56 51,40 

a LADONOI POMBEYOHA 2013 SANGAT TERTINGOAL 2 845,00 37,00 12,30 6645 

1a LADONGI TONGANDIU 2018 SANGAT TERTINGGAL 2 974,00 27,00 13,76 64,08 

L4 POLI POLIA WA-WIA 2002 SANGAT TERTINGOAL 4 803,00 72,00 7,38 44,13 

L4 POL POLIA PANG-PANGI 2003 TERTINGGAL 6 333,00 205,00 38,19 49,26 

Lo4 POL POLA TOKAN 2004 BERKEMBANO 6 L.024,00 213,00 12,76 40,99 

Lu POL POLA ANDOWENOGA 2005 TERTINOGAL 6 1,937,00 160,00 28,35 45,40 

kit4 POLI POLA TAOSU 2006 TERTINOOAL s 712,00 115,00 2421 41,8.3 

4 POL POLA POLE MAJU JAYA 2007 TERTINGOAL 2 231,00 34,00 4,53 42,38 

LA6 POL POLA POLENGA JAY 2008 TERTINOOAL s 478,00 126,00 21,91 49,9l 

Lo4 POLI POLLA WUNDUM.BITE 2009 TERTINOOAL 4 484,00 100,00 12,03 55.05 

I.o4 POL POLA HAKANDOLOLL 2010 TERTINGOAL 4 586,00 99,00 34,7 55,40 

1.. POL POLA (NOT MEWAO 201 TERTINOOAL 5 288,00 104.,00 8.28 47,36 

le POL POLA PUUNDOXULO 2012 TERTINOOAL 3 417,00 61,00 40,66 4,18 

. 

BERKEMBANG 7 L.845,00 261,00 69,0 37,57 
. Io5 LAMBA.NDLA WONUAMBU'TEO 2001 

' l,LAS LANBANDIA NOKUPA 200.3 BERKEN BANG 3 L.778,00 59,00 40,12 37,45 

146 LAA8AN.DLA NAN6GOOS 2006 TTNOOML 

' 
L.774,00 134,po 24,16 $1,32 

' as LAMANDIA LOWA 2007 BERKEMBANG • 
777,00 94,00 33,90 48,14 

14s LABAN DLA ATOLANU 2008 TEITLNOGAL 5 897,00 103,00 38,74 52,2a 

LAM.BAN DUA LERE JAYA 2009 TERTINOOAL 5 501,00 48,00 38,74 49,9l 

44 LAMAN DU Bou 2010 TERTINOAL 5 1,52.,00 103,00 48,43 36,40 

MA.DUA L44Np4 201% rwni00Le • 4.0 ... "'. 
-..,11, 

1. LMANDL NOT 2013 TERTINOCAL ,· 687,00 6,00 12 45,17 

• 
La5 LAM'BAN DLA LALL.OLE.RE 2018 TNoaL. • 601,00 99,00 38,74 52,80 

1.0 LAMA.NDIA POMBOREA 2019 TERTINOGAL s 734,00 131,00 19,37 42,93 

" 
! % 
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BANDUA PENANOOOOTU 2021 TERTINOKAL 2 651,00 21,00 23,6¢ 49,77 
. 

2 S LAM BANDLA MONDOKE 2022 TBRTUN GOAL 2 3832.00 25,00 8,44 46,4l 

d 
ts LAM BA.NDLA ONEMANU 2026 rgINOGAL 2 $47,00 36,00 L,9 46,76 

- 
.. 

• 
AL.0.A. yo 200 BERKEN[ANG 6 1431,00 222.00 26.8. 43.67 

40 LALOLA.E AL0DO • 2003 TERTINOOAL 5 600.00 117,00 51,26 $7,8T 

. d LALOLA.E ALOSINOE 2004 TERTINOAL 6 472,00 63,00 12,25 46,4l 

.8 LALOLA.E WE8ALO 2005 TERINOGAL • 46,00 81,00 14,65 $0,01 

• MOww NoML 2on,s wNat • 
.r.0q 44,00 04.A 42,a 

A MOwEwe WATUPUTE 200 TERTINOOAL 3 976,00 $4,00 75,38 37,44 

• 
MOwEwe PUOSU 2006 TERTINOGAL 

' 
267,00 118,0o 6.36 46,34 

"' 
uOwEwE ULU MOWWE 2007 TERTINOOAL 

' 
655,00 105,00 60,r0 31,68 

.T OwEwE LAPANO8N 2008 DERKEM DANO 
' 

1,140,00 45,00 27,80 43,24 

,. ,, MOWEwE 8ABT-SABILA 2009 SANGAT TERTTNCAL 5 717,00 118,00 29,00 63,32 

• NOwEWE LAM DO TUA 2010 8ANCAT TERTTNOOAL 
' 

420.,00 114,00 2,8 67,14 

. • 
ULUTWO PEAN0OO 200. TERTINOOAL 4 491,00 70,00 7,22 43,63 

. be ULUWOE TONDOWATU 2004 TERTNOGAL 
• 

1.199,00 129,00 27,12 60,18 

.. ULUTWOE TAWANGA 2005 [TERTINOOAL 7 1.099,00 242,00 7,76 44,53 

• ULUTwWO UETE 2007 7NOGA.L 

' 
1.326,00 238,00 8,91 8,9 

- 
• 

ULUwOE UNDOLO 2008 TERTINGGAI 4 630,00 93,00 12,1 45,67 

.06 ULUTwo ALOMAN 2010 TERTINOGAL $ 363,00 139,00 12.35 61,48 

. 2 ULUwOf AMOKUNT 2014 TERTINOGAL • 410,00 99,00 9,66 70,21 

08 ULUwWOL AMOLOLU 2018 TERTINGGAL 3 391,00 60,00 s,7 63,31 

Lo ULUTWO AUKORA 2019 TERTINOCAL 3 279,00 52,00 8,60 63,66 

09 TINONDO SOL8WATU 2002 TERTINGOAL 5 805,00 131,00 6,68 38,95 

0$ TINONDO AMAPA 200.3 TERTLNGOAL , 1,417,00 235,00 6,54 41,73 

Lo TINONDO AMERORO 2004 BERKE MBANG 
• 1.862.00 348,00 I0,B4 40,50 

0 TNONDO LAM UNDE 2005 TERTINOGAL 

' 
1.249,00 118,00 12,59 63,31 

• 10 TNONDO TAWAROMBADAKA 2006 TERTINOAL s 853 0 142,00 17,94 63,54 

09 ITNONDO TALATA 2007 TERTINOOAL • 663,00 76,00 19,49 49,28 

• 
[TWONDO WEAMO 2008 SANGAT TERTINOOAL 6 498.00 156,00 42.37 66.03 

9 JTINONDO TAWA-TAWARO 2009 SANGAT TERTINOGAL $ 492,00 130,00 5.75 70,61 

4 LR TINONDO 8NQOERE 2010 TERTINOGAL 6 461,00 159,00 $,a21 64,32 

. 

" 
TINONDO TLTLwL • 2011 SANGAT TERTINOGAL 6 478,00 176,00 0,14 66,71 

. 

Lo ITNONDO IWOM.EA 2012 SANGAT TERTINGGAL 5 795,00 11s,00 8,70 74,9 
, 

a lAERE AERE >' 2001 TERTINGOAL 
' 

851,00 4,00 2,62 36,00 

• 
AERE PEKOREA 2002 TERTINOOA.L 3 331,00 43,00 79,5-4 52,94 

Jo AERE WO MENGOURA 200.3 TERTINOGAL • 1.014,00 97,00 244l 49,66 

to AERE IWOBA JAYA 2004 TERTLNGOAL • 636.00 345,00 85,23 $4,7l 

A A.ERE AWIU 200 SANGAT TERTINOOAL 6 396,00 189,00 60.5 70,59 

Jo AERE AMADA.DWO 2006 TERTINGOAL 3 $43,00 $2,00 48,4.3 49,88 

dio AERE TNETE 2007 TERTINGGAL 4 615,00 7$,00 36,32 $2,77 

• 
AERE TAORE 2006 SANGAT TERTINOAL $ «0,00 119,00 95,8 r2,6 

. t AERE ULUNDORO TERTINOGAL 

' 
451.00 2.00 26.15 $1. 

Lio A.ERSE WAT'WCHA 2010 TERTINGGAL • 446,00 7$,00 $,06 $8,74 

. 

• 
AERE RUBIA 2011 TERTINOOAL 4 203.00 74,00 6,95 $0,79 

ALI UEES UEES 2001 TERTINGOAL 
' 

834,00 325,00 3.,0 71,08 

•• Al ..... waw0acrr' 00 or rit094e • 
t4,0 8,00 

• 
, 

. Lt UEESI KONAWENDEPIHA 2003 SAN(AT TERTINOOAL 3 203.00 $9,00 3,15 73,45 

II UEESN PORADUA 2004 4 $10,00 81,00 3.,53 43,91 

. 

JI UEES! WATUMENDONG4 2005 TERTINOOAL 2 1$9,00 38,00 6,I 73,19 

A UEESt SIU 2006 TERTINOOAL • 
405,00 162,00 1,40 65,05 

A UEESN LULU 200 SANAT TERTINOGAL 5 321,00 105,00 6,10 49,3 

.II UEESE ALAAA 2008 SANGAT TERTINGOAL $ 204,00 135,00 87,17 77,36 

l UEES LAXUWALANAPO 2009 SANGAT TRTINO&AL 5 253,00 24,00 6,$ 75,3$ 

II UEES TONGAUNA 2010 TERTINOGAL • 363,00 69,00 3,47 77,68 

s' II UEESL PUUTAU 2011 TERTINOGAL 4 223,00 84,00 46,29 79,$9 

2 

" 
LANGUA 0UNUNG JAY 2001 TETTNGGAL 

' 
1.092,00 67,00 10,87 31,64 

.2 DA.NOLA . LMAH SUB!JR 200.2 broaAL. 3 773,00 55,00 79,54 35,85 

TRTTNOGAL 3 r70,00 $5,00 14,2l 42,89 

. • • 

• 
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155,00 4,16 
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